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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6213051909910001, tempat dan tanggal lahir Rodok,

19 September  1991,  agama Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxx  xxx,  bertempat  tinggal  di  xx

xxx,  xxxx  xxxxx,  xxxxx  xxxxxx,  Kab.  Barito  Timur,

xxxxxxxxxx  xxxxxx,  dengan  domisili  elektronik  pada

alamat email: vikobudianto@gmail.com,;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON,  NIK  6213056401950001, tempat  dan  tanggal  lahir

Sumber Garunggung, 14 Januari  1994, agama Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxx  xxx,

bertempat  tinggal  di  KAB.  BARITO  TIMUR,

KALIMANTAN TENGAH;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2023

yang  didaftarkan  secara  elektronik  (e-Court) di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Tamiang Layang, Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Tml, tanggal 14 Maret 2023,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah  melangsungkan pernikahan

pada  tanggal  21  September  2020  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat
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Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx kabupaten Barito

Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor  110/13/IX/2020 tertanggal

21 September 2020;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa xxxx xxxxx, xx

xxx   RW  000,  Kecamatan  xxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx dan

terakhir  masing-masing  bertempat  tinggal  sebagaimana  alamat  tersebut

diatas;

3. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan belum

dikaruniai anak;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

dengan rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai  tidak rukun yang disebabkan :  Termohon

seringkali  berkata  bahwa  Termohon  ingin  kembali  ke  Agama  Termohon

sebelum menikah,  tanpa alasan dan sebab yang jelas.  Pemohon sudah

berusaha menasehati dan membujuk Termohon agar tetap menjalin rumah

tangga  dengan  baik  namun  Termohon  tetap  ingin  kembali  ke  Agama

Termohon sebelum menikah;

5. Bahwa,  karena  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa,  Pemohon  belum  berupaya  mengatasi  masalah  tersebut

dengan jalan musyawarah bersama keluarga karena Pemohon yakin tidak

akan mendapat dukungan dari pihak Termohon; 

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2022

yang  akibatnya  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan  pulang  ke

rumah orangtua Termohon sendiri  dengan alamat sebagaimana tersebut

diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah

tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon

dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
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dengan  Termohon,  maka  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Pemohon

menceraikan  Termohon  dihadapan  sidang  Pengadilan  Agama  Tamiang

Layang;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon

telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  19

huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini.      

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar

Ketua/Majelis  Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa

dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Eko Budiyanto bin  Suparmanto) 

untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di

hadapan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  22/Pdt.G/2023/PA.Tml  tanggal  16  Maret  2023  dan  Nomor

22/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 28 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan,

Termohon telah  dipanggil  secara resmi  dan patut,  sedangkan tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  Pemohon  telah  menyerahkan  asli  surat  permohonan  dan

Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui  Sistem Informasi

Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis  Hakim telah  menasihati  Pemohon agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor 110/13/IX/2020 Tanggal 21 September

2020.  Alat  bukti  tersebut  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen

kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,

selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Rodok, 01 Juli 1975, umur 47

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxx  xxxxx,  RT.002 RW.01,  Kecamatan

xxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

ibu kandung Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada

tahun 2020;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

saksi  di  xxxx  xxxxx  RT.02  Kecamatan  xxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx, setelah itu pindah di rumah kontrakan di xxxx xxxxx

juga;
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 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

keturunan;

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun,

namun  sejak  bulan  Desember  2022  tidak  harmonis  lagi,  karena

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Termohon

menyatakan  ingin  kembali  ke  agama  sebelum  menikah  (agama

Kristen);

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon

dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali, sekali di rumah saksi, dan

sekali di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;

 Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon

terjadi pada bulan Desember tahun 2022;

 Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali;

 Bahwa saksi  pernah menasihati  Pemohon dan Termohon untuk

tidak bercerai, namun tidak berhasil;

 Bahwa  keluarga  Pemohon  telah  mengupayakan  perdamaian

untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Rodok, 11 Februari 1996, umur

27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx,

bertempat  tinggal  di  xxxx  xxxxx,  RT.002  RW.01,  Kecamatan  xxxxx

xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

adik kandung Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada

tahun 2020;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

saksi  di  xxxx  xxxxx  RT.02  Kecamatan  xxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx, setelah itu pindah di rumah kontrakan di xxxx xxxxx

juga;
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 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

keturunan;

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun,

namun  sejak  bulan  Desember  2022  tidak  harmonis  lagi,  karena

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Termohon

menyatakan  ingin  kembali  ke  agama  sebelum  menikah  (agama

Kristen);

 Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon lainnya

adalah Pemohon curiga Termohon menjalin hubungan dengan laki-

laki lain.

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon

dan  Termohon  bertengkar  sebanyak  1  kali  di  rumah  kontrakan

Pemohon dan Termohon;

 Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon

terjadi pada bulan Desember tahun 2022;

 Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali;

 Bahwa saksi  pernah menasihati  Pemohon dan Termohon untuk

tidak bercerai, namun tidak berhasil;

 Bahwa  keluarga  Pemohon  telah  mengupayakan  perdamaian

untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  hadir  di  persidangan  dan  telah

memberikan  keterangan  secukupnya  dan  telah  membuktikan  dalil-dalil
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gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara

Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai

kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pangilan Termohon telah

dipanggil dengan sah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap

perkara  a quo tidak dapat  dilakukan upaya mediasi  sebagaimana ketentuan

Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang,  Pemohon  telah  mendaftarkan  perkara  a  quo melalui

layanan  e-Court dan  telah  menyerahkan  surat  persetujuan  untuk  beracara

secara elektronik, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak

pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik,  maka

sesuai  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  PERMA Nomor  1  Tahun  2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

bahwa persidangan secara elektronik (e-litigasi)  dapat dilaksanakan jika ada

persetujuan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian terhadap perkara     a

quo persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan

perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang

suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang

domisili  Termohon,  maka harus  dinyatakan bahwa secara  relatif  Pengadilan

Agama Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak  pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  22/Pdt.G/2023/PA.Tml  tanggal  16  Maret  2023 dan  Nomor

22/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 28 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan,

Termohon telah  dipanggil  secara resmi  dan patut,  sedangkan tidak  ternyata
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bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah

antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon ingin kembali  ke agama

Termohon sebelum menikah hingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg.  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalinya  telah

mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal

21 September 2020 Pemohon dan Termohon  terikat dalam suatu perkawinan

yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam Majelis  Hakim perlu  mendengar  keterangan  dari  pihak keluarga serta

orang-orang terdekat dari  pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi

dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  ternyata  kedua  orang  saksi  yang  dihadirkan

Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

sedang  terganggu  ingatannya  dan  keterangan  yang  disampaikan  di  bawah

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi  ketentuan Pasal

171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada

hubungan  kekeluargaan  Pemohon  dengan  saksi-saksi  sebagaimana  yang

dimaksud  oleh  Pasal  172  ayat  (1)  angka  1  R.Bg.,  maka  hal  tersebut

diperbolehkan  dalam  perkara  perceraian  sebagai  lex  specialist dari  aturan

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975  jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim

berpendapat  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  pembuktian

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Pemohon  telah  memberikan

keterangan  mengenai  apa  yang  ia  lihat  dan  dengar  sendiri  dan  saling

bersesuaian  satu  sama  lain  serta  relevan  dengan  perkara  a  quo,  maka

keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami  istri  sah

yang menikah pada tanggal 21 September 2020 dan dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  pernah

tinggal  bersama  membina  rumah  tangga  dengan  rukun  sebagaimana

layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
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3. Bahwa antara  Pemohon dan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan Termohon menyatakan ingin kembali ke agama

Termohon  sebelumnya,  selain  itu  Termohon  juga  dicurigai  menalin

hubungan dengan laki-laik lain;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan

Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2022;

5. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun

tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa  tujuan  pekawinan  sebagaimana  yang  diisyaratkan  dalam Al-

Qur’an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

كمُْ أزَْواَجًًًا ًًقَ لكَمُْ مِنْ أنَفُْسًًِ َ ًِهًِ أنَْ خَل ومَِنْ آياَت

 إنِّۚلتِسَْكنُوُا إلِيَهْاَ وجََعًًَلَ بيَنْكَمُْ مًًَودَةًّ ورََحْمًًَةً 

 لكَِ لَياَتٍ لقَِومٍْ يتَفََكرُّونَٰفيِ ذَ

Artinya :
Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan  untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

Dalam ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  perkawinan  maka

manusia  akan  mendapatkan  ketenangan  dan  ketentraman  dalam  berumah

tangga.  Dalam  perkawinan,  Islam  menghendaki  dan  memandang  bahwa

hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia; 

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
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bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya

perkawinan memiliki  hubungan yang erat  dengan agama /  rohani,  sehingga

perkawinan  bukan  saja  memiliki  unsur  jasmani  /  lahiriah,  akan  tetapi  juga

memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing; 

Bahwa  Perkawinan  yang  bahagia  dalam  kehidupan  keluarga  yang

bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun

perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan

di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak

selamanya  memperoleh  kebahagiaan  dan  kesejahteraan,  tidak  pula  selalu

rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-

waktu  dan  tidak  terduga  sama  sekali  sebelumnya.  Semua  itu  dapat

mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan

kesetiaannya  yang  telah  dijalin  kokoh  tersebut  serta  mempunyai  pengaruh

negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara

keseluruhan.  Jika terjadi  demikian, yakni  rumah tangga mulai  goyah, kacau,

saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat

menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan

ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri

munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai  kepada

kondisi  yang sangat sulit  untuk disatukan kembali  meskipun berbagai  upaya

perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar

perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah

pihak  terhindar  dari  kemudharatan  dalam  menjalankan  kehidupan  berumah

tangga; 

Bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta

komitmen penuh.  Namun seiring  berjalankan waktu,  dasar-dasar  pernikahan

tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran

rumah tangga;

Bahwa  Islam telah  memahami  dan  menyadari  bahwa  adanya  hal-hal

seperti  itu  yaitu  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipaksakan  untuk  bersama-sama

kembali membina keutuhan rumah tangga. Islam telah membuka kemungkinan

perceraian walapun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal
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yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar

tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda

Nabi Muhammad saw :

أبَغْضَُ الحَْلَلِ إلِىَ اللهِّ تعَاَلىَ الطلَّقُ
Artinya :

“Perbuatan halal  yang dibenci  Allah  ialah  Thalaq (perceraian)”.  (Sunan
Abu Dawud 3 / 505); 

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya

jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat

dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk mendamaikan

Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa gugatan cerai  talak dapat  dikabulkan jika fakta menunjukkan

rumah  tangga  sudah  pecah  (broken  marriage) vide SEMA (Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  sebuah  rumah  tangga

disebut  pecah  (broken  marriage),  terjadi  setidaknya  ada  2  kriteria.  Pertama

perselisihan  itu  terdapat  pada  Pemohon  dan  Termohon,  dan  Kedua

percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai; 

Bahwa  terhadap  kriteria  pertama  perselisihan  itu  terdapat  pada

Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan

tingkah  laku  yang  tidak  kompromi  lagi.  Dengan  mendasarkan  kepada  fakta

yang terjadi  sebagaimana tercantum di  atas,  di  mana antara  Pemohon dan

Termohon sering/ada terjadi pertengkaran dan percekcokan yang disebabkan

Termohon sering  pergi  meninggalkan Pemohon,  hal  ini  menunjukkan bahwa

perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terdapat  pada  kedua  suami  istri

(Pemohon dan Termohon); 

Bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh

kedua suami istri secara damai. Hal ini tebukti antara Pemohon dan Termohon

telah pisah rumah sejak  3 bulan  belakangan dan sejak saat  itu sudah tidak

berkomunikasi  dan tidak berhubungan layaknya suami  istri.  Kondisi  tersebut

juga menunjukkan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon
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berlangsung  secara  terus-menerus.  Dengan  demikian  rumah  tangga  antara

Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang telah  dirubah dengan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019 tentang

Perkawinan,  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

sebagai  suami  dengan  seorang  wanita  sebagai  istri  dengan  tujuan  untuk

membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi  Hukum

Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur

dari  perkawinan  adalah  ikatan  bathin  antara  seorang  pria  sebagai  suami

dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak

ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai

dari  sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum  perkawinan  suami  isteri

diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak

dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas

dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan

oleh hukum;

Bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam

dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi

yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh

dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah

Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum

yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak

lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf
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(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran dan perselisihan

hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung setidak-tidaknya

sudah setahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

sudah  tidak  saling  mempedulikan  bahkan  Pemohon  telah  berketetapan  hati

untuk  bercerai  dengan  Termohon,  yang  tentunya  rumah  tangga  seperti  itu

sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  dirubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah

tidak dapat  menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,  yang mana

untuk itulah rumah tangga diadakan;

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar  telah  pecah  (break  down  marriage)  dengan  demikian  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam dengan memberi  izin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan

dalil-dalil  syar’i yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim,

yaitu sebagai berikut : 

1. Al Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وإَنِْ عزََمُوا الطلَّقَ فإَنِّ اللهَّ سَمِيعٌْ علَيِمٌْ
    Artinya : “Dan  jika  mereka  berazam  (bertetap  hati)  untuk  mentalak,

maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha

Melihat“;

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
    Artinya : "Menolak  mafsadat  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil

kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II, halaman 405 sebagai berikut : 

من حًكام المسلمين فلم يجب فهو له ظالم لحق 

دعيمن  إلى حاكم
Artinya :“Siapa  yang  dipanggil  oleh  hakim  untuk  menghadap  di

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan
itu,  maka  dia  termasuk  orang  yang  zhalim  dan  gugurlah
haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi

dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan

sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;  

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);  

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal 03 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan

1444  Hijriah,  oleh  Syahrul  Ramadhan,  S.H.I. sebagai  Ketua  Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Anggota

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu  oleh Ketua

Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  Husaini,  S.H.I.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Pemohon  tanpa  hadirnya

Termohon.

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Miftah Faridi, S.H.I. M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Husaini, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 30.000,00

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 430.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 215.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)
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